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Nomor 17255/A5/HK.01.04/2022 14 Maret 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 128/P/2022
Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi,
3. Semua Direktur Jenderal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi;
4. Semua Kepala Badan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi,
5. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Semua Sekretaris Badan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi; dan
7. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 128/P/2022 tentang Penugasan
kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan
Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri, dengan
hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

kepala Biro Hukum,

-~




SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128/P/2022
TENTANG

PENUGASAN KEPADA BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
UNTUK MENETAPKAN CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam

pelaksanaan akreditasi program studi pada perguruan tinggi,
perlu menugaskan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi untuk menetapkan cakupan akreditasi program studi

pada lembaga akreditasi mandiri;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang
Penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggl untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi
pada Lembaga Akreditasi Mandiri;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5336);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

=D =

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta
Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju
Periode Tahun 2019-2024;

S. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor S Tahun
2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
963);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI TENTANG PENUGASAN KEPADA BADAN
AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI UNTUK
MENETAPKAN CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI.

Menugaskan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
untuk menetapkan cakupan akreditasi program studi yang

diakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri.

: Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 186/M /2021
tentang Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi

Mandiri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTL:

NADIEM ANWAR MAKARIM




